

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN


2.1 Penelitian Sebelumnya

Penelitian terkait dengan persoalan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja pada Pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat memang sudah banyak dibuat, meski dalam hal judul, objek penelitian serta penggunaan landasan teori dari ahli berbeda-beda, namun secara garis besar menekankan pada persoalan pengawasan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya dengan judul dan ringkasan hasil kesimpulan sebagai berikut:
1. Peranan satuan polisi pamong praja dalam pengawasan minuman beralkohol di kota Padang
Penelitian ini dibuat oleh Lefi Kurnia dan Roby Andexa (2021) mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa Kota Padang. Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut:
1. Dalam melakukan pengawasan minuman beralkohol di Kota Padang Satpol PP mengawasi Penjual Langsung atau Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan/atau C, atau Minuman Beralkohol Yang Mengandung Rempah-Rempah, Jamu Dan/Atau Sejenisnya, Penjualan Dan/Atau Kemasan Minuman Beralkohol Golongan B Dan/Atau Golongan C. Tempat atau Lokasi Penyimpanan Atau Penjualan Minuman Beralkohol Golongan B dan/atau Golongan C.
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2. Kendala Satpol PP dalam melakukan pengawasan minuman beralkohol di Kota Padang antara lain : Jumlah personil dan sarana yang terbatas, Adanya perlawanan dari penjual langsung atau pengecer minuman beralkohol serta penjual langsung atau pengecer minuman beralkohol yang telah berulang kali ditertibkan masih melakukan kegiatan menjual minuman beralkohol tersebut.
3. Cara mengatasi kendala tersebut adalah Satpol PP Kota Padang berusaha untuk memenuhi kebutuhan jumlah personil dan sarana yang diperlukan dengan cara mengadakan rekrutmen dan pembelian sarana, Satpol PP Kota Padang terus melakukan pengawasan terhadapan tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan secara humanis dan profesional, serta Satpol PP akan terus melakukan pengawasan terhadap penjual minuman beralkohol secarakonsisten dan continew.
Berikutnya adalah penelitian selanjutnya yang menjadi referensi peneliti dalam mendalami pengawasan. Adapun judul dan ringkasan hasil penelitiannya sebagai berikut:
2. Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan Elektronik (Gelper) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru
Penelitian ini dibuat oleh Alfan Hidayat (2021) mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Adapun ringkasan hasil kesimpulan penelitiannya sebagai berikut:
 (
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1. Setelah dilakukan penelitian dengan metode proses penyebaran Kuesioner, wawancara terhadap informan dilapangan, dan pengamatan situasi dengan observasi lapangan, maka penulis dapat menyimpulkan jawaban yang membahas tentang Indikator yang pertama yaitu “Penetapan Alat Ukur Atau Standar” berada pada jawaban dengan kategori Cukup Terlaksana, dengan data persentasenya adalah 60% (3 orang responden) angka tersebut di dapat dari jawaban responden dimana secara keseluruhan berjumlah sebanyak 5 orang responden pemilik gelanggang permainan elektronik di Kota Pekanbaru.
2. Pembahasan terkait dengan indikator yang ke 2 (dua) yaitu tentang Melakukan Tindakan Penilaian atau Evaluasi dimana untuk menganalisisnya, penulis menggunakan 4 (empat) item Sub Indikator, dan dari ke empat sub indikator tersebut, maka ditemukan jawaban paling dominan yang diberikan oleh responden adalah jawaban pada kategori Cukup Terlaksana, dengan jumlah persentasenya mencapai 60% responden dari keseluruhan responden yang berpartisipasi adalah sebanyak 5 orang responden.
3. Pada pembahasan indikator yang terakhir, hasil penyebaran kuesioner dengan pembahasan tentang Tindaka Perbaikan, dimana sub indikatornya adalah pemberian sanksi kepada pelaku usaha jika terbukti melakkan pelanggan, maka jawaban paling dominan yang diberikan pada indikator ini adalah kategori “Cukup Terlaksana”



dengan persentase mencapai 60%, dari keseluruhan jumlah responden yang berpartisipasi yaitu sebanyak 5 orang responden pemilik dari Gelanggang Permainan di Kota Pekanbaru.
4. Faktor penghambat Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan Elektronik (Gelper) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yaitu adanya ketidakjujuran dari pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, dimana usaha permainan ketangkasan dalam bentuk permainan elektronik dimanfaatkan sebagai arena perjudian. Kurangnya laporan dari masyarakat terkait dengan operasional usaha Gelanggang Permainan yang ada di lingkungan mereka. Dan keterbatasan Sumber Daya Manusia (Personil) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melakukan upaya pengawasan terhadap masing-masing Operasional Gelanggang Permainan yang ada di seluruh penjuru Kota Pekanbaru.
Berikutnya adalah penelitian selanjutnya yang menjadi referensi peneliti dalam mendalami pengawasan. Adapun judul dan ringkasan hasil penelitiannya sebagai berikut:
3. pengawasan satuan polisi pamong praja dalam penjualan minuman beralkohol di kecamatan Senapelan kota Pekanbaru
Penelitian ini dibuat oleh Angga Bramanto Putra (2022) mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut:



1. Masih banyaknya para penjual yang menjual minuman beralkohol diatas 5% dan berbuat cara-cara curang sehingga mampu mengecoh pihak Satpol PP.
2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Minuman Beralkohol di Jalan Juanda yaitu :
a. Kurangnya kesadaran diri para penjual akan akibat minuman beralkohol.
b. Kurangnya kepedulian masyarakat akan hal sekitar.

c. Serta pergerakan Satuan Polisi Pamong Praja ketika akan melakukan razia sudah diketahui terdahulu oleh para penjual.
Berikutnya adalah penelitian selanjutnya yang menjadi referensi peneliti dalam mendalami pengawasan. Adapun judul dan ringkasan hasil penelitiannya sebagai berikut:
4. 	pengawasan satuan polisi pamong praja kabupaten indragiri hulu dalam pencegahan penambang emas ilegal di kecamatan batang peranap kabupaten indragiri hulu
Penelitian ini dibuat oleh Febrina Fitri Ayu (2020) mahasiswa Fakultas Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau. Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut:
Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu bahwa Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pencegahan Penambang Emas Ilegal Di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu



telah melakukan tugasnya dengan mengadakan sosialisasi dalam hal pencegahan Penambang Emas Ilegal Di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.
Penangan yang dilakukan oleh pihak satuan polisi pamong praja dalam menangani pencegahan penambang emas ilegal di kecamatan batang peranap dapat disimpulkan masih belum berjalan dengan maksimal, hal ini dapat dilihat masih banyak terdapat penambang emas ilegal yang beroperasi di sepanjang aliran sungai Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dan serta kurangya ketegasan yang dilakukan pihak Satpol PP dan Kepolisian dalam mencegah Penambang Emas Ilegal di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.
Berikutnya adalah penelitian selanjutnya yang menjadi referensi peneliti dalam mendalami pengawasan. Adapun judul dan ringkasan hasil penelitiannya sebagai berikut:
5. pengawasan terhadap pengedaran minuman beralkohol (tuak) di kecamatan tapung oleh satuan polisi pamong praja berdasarkan peraturan daerah kabupaten kampar nomor 8 tahun 2017 tentang ketentraman dan ketertiban umum
Penelitian ini dibuat oleh Hardi Harfandi (2021) mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Riau. Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut:
1. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pengedaran Minuman Beralkohol (Tuak) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Tapung tidak



terlaksana dengan baik, dibuktikan masih banyaknya para penjual minuman beralkohol (tuak) yang tidak memiliki izin dan tidak adanya tindakan tegas sebagai hasil dari pengawasan yang dilakukan.
2. Dalam menjalankan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja memiliki faktor Penghambat yang cukup serius dalam pelaksanaannya diantaranya :
a. Tidak adanya laporan dari masyarakat,terhadap pengedaran minuman beralkohol (tuak).
b. Kurangnya anggota Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga tidak dapat mencakup Kecamatan Tapung secara keseluruhan.
c. Tidak	adanya	alat	transportasi	untuk	turun	kelapangan	sehingga menyebabkan kinerja yang tidak maksimal.
Adapun penelitian sebelumnya yang menelaah terkait dengan koordinasi dalam pelayanan masyarakat terdapat pada tabel berikut:
Tabel 2. 1 Penelitian Sebelumnya

	
No.
	Judul Penelitian, nama
peneliti, tahun penelitian
	Persamaan dengan Penelitian penulis
	Perbedaan dengan Penelitian penulis

	1.
	“peranan satuan polisi pamong praja dalam pengawasan minuman beralkohol di kota padang”
Lefi Kurnia, Roby Andexa (2021)
	· Metode	penelitian
yang	digunakan
adalah	deskriptif kualititatif
· Menganalisis pengawasan	satuan polisi pamong praja terkait	salah		satu penyakit		masyarakat (minuman beralkohol)
	· Lokasi Penelitian di Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat.

· Penelitian	tidak
merancang strategi dalam pengawasan satuan polisi pamong praja dalam mengawasi penyakit masyarakat terkhusus	pada
minuman beralkohol






	
	
	
	
- Menggunakan teori pengawasan menurut Sastrohardiwiryo
(2002:26)

	2.
	“Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan Elektronik(Gelper) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru” Alfan Hidayat (2019)
	- Menganalisis pengawasan	satuan polisi pamong praja terkait	salah		satu penyakit		masyarakat (gelanggang permainan elektronik)
	· Menggunakan teori pengawasan menurut manullang (2009:184)

· Menggunakan metode penelitian kuantitatif

· Meneliti pengawasan oleh satuan polisi pamong praja dalam operasional gelanggang permainan eletronik di kota pekanbaru

· Penelitian dilakukan di kota	Pekanbaru, Provinsi Riau

	3.
	“pengawasan satuan polisi pamong praja dalam	penjualan minuman beralkohol di kecamatan Senapelan kota Pekanbaru”
Angga Bramanto Putra (2022)
	· Menganalisis pengawasan	satuan polisi pamong praja terkait	salah		satu penyakit		masyarakat (minuman beralkohol)

· Metode	penelitian
yang	digunakan
analisis	deskriptif kualitatif
	· Lokasi penelitian di kecamatan Senapelan Kota	Pekanbaru, Provinsi Riau.

· Menggunakan teori pengawasan menurut Siagian (2003:112)

· Penelitian		tidak mengulas upaya yang dilakukan	dalam mengatasi hambatan pengawasan			oleh satuan polisi pamong praja pada penjualan
minuman beralkohol.

	4.
	“pengawasan satuan polisi pamong praja kabupaten indragiri hulu dalam pencegahan penambang emas ilegal
di    kecamatan   batang
	- Menggunakan metode penelitian kualitatif
	· Lokasi penelitian di kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

· Menggunakan teori pengawasan menurut






	
	peranap	kabupaten indragiri hulu”
Febrina	Fitri	Ayu (2020)
	
	manullang (2002:173)

- Meneliti mengenai pengawasan satuan polisi pamong praja dalam pencegahan penambangan emas illegal dikecamatan
Batang	Penarap, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau

	5.
	“pengawasan terhadap pengedaran minuman beralkohol (tuak) di kecamatan tapung oleh satuan polisi pamong praja	berdasarkan peraturan		daerah
kabupaten	kampar nomor 8 tahun 2017 tentang ketentraman dan ketertiban umum”
Hardi Harfandi (2021)
	- Menganalisis pengawasan	satuan polisi pamong praja terkait	salah		satu penyakit		masyarakat (minuman beralkohol)
	· Lokasi	penelitian berada dikecamatan tapung, kabupaten Kampar, Provinsi Riau

· Metode penelitian yang digunakan kuantitatif




Berdasarkan tabel diatas, kelebihan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu adalah:
1. Penelitian penulis secara empiris berbeda locus atau lokasinya di kabupaten cirebon
2. Penelitian terdahulu tentang Pengawasan sudah banyak dilakukan, namun sebanyak referensi yang peneliti kumpulkan belum ada yang meneliti Pengawasan satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan pencegahan penanggulangan Pemberantasan penyakit masyarakat khususnya di kecamatan Beber Kabupaten Cirebon
Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka penelitian penulis berbeda dengan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti



sebelumnya. Dengan demikian, penelitian penulis ini memiliki orisinalitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan yuridis.
2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Definisi Pengawasan

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.
Kontrol atau pegawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional vang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuaidengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (build in control) merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkatkemampuan dan keterampilan pegawai.
Menurut Sondang P. Siagian (2016:112) pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
Demikian pula pengawasan menurut Admosudirjo dalam Handayaningrat



(2002:63) pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilakukan dengan Kriteria, norma-norma, standar, atau rencana- rencana yang telah ditetapkan.
Manullang (2008:18) mendefinisikan bahwa pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengkoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.
George R. Terry dalam Manullang (2008:172) mengatakan bahwa pengawasan sebagai menderminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja, dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Pengawasan menurut Beishline dalam Manullang (2008:177) mendefisikan pengawasan berdasarkan objeknya dapat dibedakan atas control administratif yang berurusan dengan tindakan dan pemikiran, sedangkan control operatif untuk bagian terbesar berurusan dengan tindakan.
Menurut Henry Fayol dalam Manullang (2008:173)menerumuskan bahwa pengawasan bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan- kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan- penemuantersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu atau pun waktu yang akan datang.
Handoko dalam Irham Fahmi (2013:97) mengatakan pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai.



Pengawasan merupakan elemen tugas-tugas manajerial dan ia mencakup tindakan pengukuran dan perbaikan (koreksi). Pihak yang diawasi guna memastikan bahwa sasaran-sasaran, instruksi yang dikeluarkan dilaksanakan secara efesien dan berjalan dengan lancar.
Menurut Herujito (2006:242) pengawasan (controlling) sebagai elemen atau fungsi keempat manajemen ialah mengamati dan mengalokasikan dengan tepat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Ada dua hal dalam kegagalan yaitu:
1. Akibat pengaruh dari luar jangkauan manusia (force major),

2. Pelaku yang mengerjakannya tidak memehuni persyaratan yang ada.

Berdasarkan beberapa para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah segala kegiatan yang didahului dengan manajemen dan kemudian pengawasan, untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Hal ini sangat mempengaruhi kegiatan atau pelaksanaan dalam pekerjaan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dicapai.
Menurut Kadarman (2001, hal. 159) Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan.



Mockler (dikutip Stoner & Freeman dalam Wilhelmus dan Molan 1994:241) mengatakan bahwa: Pengendalian adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan standard kinerja dengan sasaran perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja sesungguhnya dengan standard yang terlebih dahulu ditetapkan itu, menentukan apakah ada penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakanperbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan tengah digunakan sedapat mungkin dengan cara yang palingefektif dan efisien guna tercapainya sasaran perusahaan.
Siagian (1990:107) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah: “Proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.” Ciri terpenting dari konsep yang dikemukan oleh Siagianini adalah bahwa pengawasan hanya dapat diterapkan bagi pekerjaan pekerjaan yang sedang berjalan dan tidak dapat diterapkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan.
Lembaga Administrasi Negara (1996:159) mengungkapkan bahwa: Pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku. Pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya adalah tanggung jawab setiap pimpinan pada tingkat mana pun. Hakikat pengawasan



adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas-tugasorganisasi.
Berdasarkan pada batasan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan adalah sebagai suatu proses kegiatan pimpinan yang sistematis untuk membandingkan (memastikan dan menjamin) bahwa tujuan dan sasaran serta tugas organisasi yang akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan standar, rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan, guna pemanfaatan manusia dan sumber daya lain yang paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan
Selain itu juga bisa dikatakan pengawasan juga dapat dijelaskan sebagai suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan perbaikannya.
2.2.2 Fungsi pengawasan

Fungsi pengawasan untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan dalam sebuah pekerjaan, serta untuk mengambil tindakanperbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan dari proyek perusahaan atau pemerintahan. Dan untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.



Menurut Ismail Solihin (2009 : 193), mengemukakah bahwa pada dasarnya fungsi pengawasan merupakan suatu upaya untuk memastikan aktivitas yang dilakukan oleh seluruh bagian organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah di tetapkan. Pada saat menjalankan fungsi pengawasan, para manajer berusaha untuk mempengaruhi dan mengarahkan prilaku dan kinerja bawahannya agar mendapat tujuan organisasi. Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan manfaat dari pengawasan, adalah:
1. Mempertebal rasa tanggung jawab pegawai yang telah diberi wewenang untuk menjalankan tugas dengan baik.
2. Mendidik pegawai agar melaksankan perkerjaan sesuai dengan standar yang telah di tetapkan.
3. Mencegah terjadinya kelemahan, kelalaian dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
4. Memperbaiki	kesalahan	dan penyelewengan	supaya dalam pelaksanaan perkerjaan tidak menemui hambatan-hambatan.
Menurut	S.P	Siagian	(2003:261),	mengemukakan bahwa manfaat terpenting dari pengawasan, yaitu :
1. Tersedianya bahan informasi bagi manajemen tentang situasi nyata dalam mana organisasi berada
2. Dikenalinya faktor-faktor pendukung terjadinya operasionalisasi rencana dengan efisien dan efektif.
3. Adanya pemahaman tentang berbagai faktor yang menimbulkan kesulitan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional.
4. Mengetahui langkah-langkah apa saja yang segera diambil untuk menghargai kinerja yang memuaskan.



Menurut Rahayu Relawati (2012 : 111), fungsi pengawasanadalah sebagai berikut:
1. Menetapkan	tujuan	organisasi	yang	merupakan	standar pelaksanaankegiatan
2. Memonitor pelaksanaanya
3. Membandingkan   pelaksanaan   kegiatan   dengan standar
yang	ditentukan Melakukan tindakan koreksi apabila ada penyimpangan.
Dari pendapat para ahli diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa tujuan dari pengawasan, yaitu :
1. Membandingkan antara pelaksana dengan standar yang telah dibuat.

2. Untuk mengetahui apakah terdapat kelemahan, kesulitan, dan kegagalan dalam suatu kegiatan yang telah direncanakan.
3. Pengawasan dilakukan bukan hanya untuk memperbaiki kesalahan yang baru terjadi akan tetapi untuk masa-masa yang akan datang.
2.2.3 Macam-macam Pengawasan

Ada empat pengawasan menurut Handayaningrat (2002:144) yaitu:

1. Pengawasan dari dalam (internal control)

Pengawasan dari dalam berarti pengawasan yang dilakukan oleh Aparat/Unit Pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat/Unit Pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pemimpin untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan.
Hasil    pengawasan     ini     dapat     digunakan     dalam     menilai



kebijaksanaann/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan (korektif) terhadap pelaksanaan pekerjaaan yangdikeluarkan oleh bawahannya.
2. Pengawasan dari luar organisasi (external control)

Pengawasan eksternal (external control) berarti pengawasan yang dilakukan Oleh Aparat/Unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat/Unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah aparat pengawasan yang bertindak atas nama atasan dari pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu sendiri.
3. Pengawasan Preventif

Arti dari pada pengawasan preventif ialah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pada pengawasan preventif ialah untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran, pengawasan preventif ini disebut pre-audit.
2.2.4 Jenis Pengawasan

Jenis Pengawasan Menurut Ernie dan Saefullah (2005:327) mengatakan bahwa jenis pengawasan terbagi menjadi 3 yaitu:
1. Pengawasan Awal

Pengawasan yang dilakukan pada saat akan dimulainya pelaksanaan Pengawasan oleh satuan polisi pamong praja kabupaten cirebon dalam pencegahan, pemberantasan serta penganggulangan penyakit masyarakat di kecamatan Beber.
2. Pengawasan Proses



Pengawasan dilakukan pada saat sebuah proses pekerjaan tengah berlangsung untuk memastikan apakah pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
3. Pengawasan Akhir

Pengawasan yang dilakukan pada saat akhir proses pelaksanaan pengerjaan pekerjaan.
2.2.5 Teknik- Teknik Pengawasan

Teknik-teknik pengawasan Sondang P. Siagian (2013:155) sebagaiberikut:

1. Pengawasan Langsung

Yang dimaksud pengawasan langsung adalah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. Pengawasanlangsung ini dapat berbentuk :


a. Inspeksi langsung

Bentuk pengawasan langsung yaitu seorang pemimpin mengawas dengan cara meninjau langsung secara pribadi sehinggadapat dilihat pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya. Bentuk pengawasan secara langsung dapat menjalin hubungan kerja yang erat antara seorang pimpinan dan bawahan karena adanya kontak langsung antara atasan dan bawahan.
b. On-the-spot observation

Observasi ditempat merupakan salah satu bentuk pengawasan langsung dimana pimpinan melakukan pengamatan denganmelihat secara langsung



pekerjaan yang dilakukan bawahannya. Hal ini penting dilaksanakan apabila terdapat penyimpangan yang terjadi akan segera dilakukan koreksi sekaligus pengarahan terhadap pelaksanaan pekerjaan oleh bawahan.
c. On-the-spot report

Laporan ditempat merupakan bentuk terakhir dari pengawasan langsung dimana seorang pimpinan secara langsung melihat pekerjaan yang dilakukan bawahannya dengan cara mengamati apa yang ada dengan hasil yang diperoleh dimana hal tersebut dilakukan agar data yang ada menjadi objektif. Teknik seperti ini akan mudah untuk melakukan perbaikan karena adanyadata dan kejadian yang secara langsung dilihat.
2. Pengawasan tidak langsung

Yang dimaksud pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan
a. Laporan Tertulis.

Laporan tertulis merupakan suatu pertanggungjawaban kepada atasannya mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya, sesuai dengan instruksi dan tugas-tugas yang diberikan atasan kepadanya. Laporan tertulis akan bermanfaat dimasa depan dimanamenjadi bahan pertimbangan bagi organisasi maupun pimpinan untuk mengambil sebuah keputusan yang dianggap penting bagi tercapainya tujuan organisasi.
b. Laporan Lisan.



Pengawasan dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta atau informasi tentang pelaksanaan pekerjaan melalui penyampaian laporan yang di sampaikan langsung tatap muka antara bawahan kepada atasan. Penyampaian laporan dengan bentuk lisan ini akan mempererat hubungan kerjasama antara pimpinan dan bawahan karena tidak ada batasan yang cukup jauh diantaranya. Akan tetapiteknik seperti ini juga akan berdampak pada keraguan terhadap hasil laporan yang disampaikan oleh bawahan karena adanya kedekatan yang cukup baik.
Langkah-langkah pengawasan Menurut Kartini Kartono (2002):

a. Menentukan standar pelaksanaan

b. Menentukan pengukuran pelaksanaan

c. Perbandingan	pelaksanaan	kegiatan	dengan	standar-standar	dan mengawasi penyimpangan
d. Pengambilan korektif

2.2.6 Sifat-sifat pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi organik administrasi dan administrasi manajemen. Dikatakan bahwa pengawasan termasuk fungsi organik manajemen karena apabila fungsi ini tidak dilaksanakan, cepat atau lambat akan mengakibatkan matinya/hancurnya suatu organisasi.
Oleh karena itu, agar fungsi pengawasan itu mendatangkan hasil yang diharapkan, pimpinan suatu organisasi harus mengetahui ciri-ciri suatu proses pengawasan dan yang lebih penting lagi, berusaha untuk memenuhi sebanyak mungkin ciri-ciri itu dalam pelaksanannya.



Menurut Siagian (2016:114) ada beberapa ciri-ciri pengawasan ialah sebagai berikut:
1. Pengawasan harus bersifat fact finding dalam arti bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi.
2. Pengawasan harus bersifat preventif yang berarti bahwa proses pengawasan itu dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan dan penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan.
3. Pengawasan yang diarahkan kepada masa sekarang yang berarti bahwa pengawasan hanya dapat ditujukan terhadap kegiatan-kegiatan yang kini sedang dilaksanakan.
4. Pengawasan hanya sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi.

5. Pengawasan tidak boleh dipandang sebagai tujuan.

6. Karena pengawasan hanya sekedar alat administrasi dan manajemen maka pelaksanaan pengawasan itu harus dipermudah tercapainya tujuan.
7. Proses pelaksanaan pengawasan harus efisien. Jangan terjadi pengawasan permasalahan menghambat usaha peningkatan efisiensi.
8. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk menentukan siapa yang salah jika ada ketidakberesan, akan tetapi untuk menemukan apa yang tidak betul
9. Pengawasan harus bersifat membimbing agar para pelaksasana meningkatkan kemampuannya untuk melakukan tugas yang



ditentukan baginya.

2.2.7 Indikator Pengawasan

Menurut Robbins and Coulter dalam Satriadi (2016 :290)terdiri dari empat indikator yaitu:
1. Menetapkan standar (Standard) yakni penetapan patokan (target) atau hasil yang diinginkan, untuk dapat dilakukan sebagai perbandingan hasil ketika berlangsungnya kegiatan organisasi. Standar juga merupakan batasan tentang apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dan target organisasi.
2. Pengukuran (Measurement) yakni proses yang berulang-ulang dilakukan dan terus menerus dan benar, baik intensitasnya dalam bentuk pengukuran harian, mingguan, atau bulanan sehingga tampak yang diukur antara mutu dan jumlah hasil.
3. Membandingkan (Compare) adalah membandingkan hasil yang dicapai dengan target atau standar yang telah ditetapkan, mungkin kinerja lebih tinggi atau lebih rendah atau sama dengan standar.
4. Melakukan tindakan (Action) adalah keputusan mengambil tindakan koreksi koreksi atau perbaikan. Bilamana telah terjadi penyimpangan (deviasi) antara standar dengan realisasi perlu melakukan tindakan follow-up berupa mengoreksi penyimpangan yang terjadi.
2.2.8 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum





Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum. Peraturan ini dibuat dalam rangka untuk meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat di Kabupaten Cirebon yang tertib, teratur, bersih, nyaman, tenteram serta kondusif, maka perlu adanya pengaturan terhadap ketertiban umum dengan tetap memperhatikan norma agama, norma kesopanan, norma sosial, norma kesusilaan dan budaya masyarakat Kabupaten Cirebon.
Pemerintah Kabupaten Cirebon berupaya melakukan pengaturan terhadap segala kegiatan-kegiatan yang dinilai dapat mengganggu segala aktivitas masyarakat atau ketertiban umum. Bentuk dari pengaturan tersebut yaitu dengan membentuk peraturan daerah dalam rangka mengatasi masalah ketertiban umum. Adapun maksud dan tujuan dari Peraturan Daerah ini dibuat adalah:
1. Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah untuk menselaraskan terhadap ketertiban penggunaan tempat/fasilitas umum/fasilitas sosial yang tidak saling mengganggu atau merugikan satu sama lain sehingga diharapkan akan tercipta kondisi yang bersih, aman, tertib, teratur, nyaman dan tenteram.
2. Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan dan tatanan kehidupan bermasyarakat yang baik, serta menjamin bagi setiap orang atau badan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara selaras, serasi dan seimbang.
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini pengaturan hal-hal yang berkaitan dengan upaya-upaya untuk mewujudkan ketertiban umum berdasarkan kewenangan daerah seperti tertib lalu lintas, tertib tempat/fasilitas umum/fasilitas



social, tertib kegiatan usaha, tertib lingkungan/tertib sosial, tertib pemanfaatan sungai, saluran air, sumber air dan pantai, tertib tuna sosial dan orang gila; dan tertib rumah pemondokan/rumah kost.
Petugas dari penegakan ketertiban umum adalah petugas satuan polisi pamong praja khususnya mengenai penertiban prostitusi yang dapat mengganggu ketertiban umum. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 dalam rangka mewujudkan tertib tuna sosial maka Pemerintah Daerah melarang setiap orang terlibat dalam kegiatan sebagai tuna susila yang dapat mengganggu di tempat atau fasilitas umum. Tuna susila merujuk pada seseorang yang mempunyai profesi sebagai penjual jasa untuk memenuhi kebutuhan seksual dimana perilaku atau tindakan tersebut bertentangan dengan norma-norma sosial atau mengganggu ketertiban umum.
Selain itu, perbuatan tidak senonoh seperti bermesraan, berpelukan, dan/atau berciuman yang dapat mengarah pada pelanggaran norma kesopanan dan/atau norma kesusilaan juga dilarang. Setiap individu atau badan dilarang melakukan pendirian, pengusahaan, atau penyediaan sarana/prasarana yang dapat digunakan untuk melakukan perbuatan asusila, prostitusi, atau kegiatan serupa, baik secara individu maupun bersama-sama. Semua peraturan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban, kesusilaan, dan fungsi optimal tempat umum serta mencegah perilaku yang merugikan masyarakat, serta mencegah adanya fasilitas atau tempat yang digunakan untuk kegiatan yang melanggar norma-norma sosial dan hukum.
2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran   ini   digunakan   sebagai   dasar   untuk   menjawab



pertanyaan-pertanyaan peneliti yang diangkat, atau dapat diartikan sebagai mengalirkan jalan pikiran menurut kerangka logis atau kerangka konseptual yang relevan untuk menjawab penyebab terjadinya masalah. Untuk membuktikan kecermatan penelitian, dari dasar teori tersebut perlu diperkuat hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan.
Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan makaperencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalandengan baik.
Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantumelaksanakan kebijakan



yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.
Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak dibawahnya. Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi manajerial, pengawasan mengandung makna pula sebagai pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan, atau suatu usaha agar suatu pekerjaandapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya.
Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan



sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan goodgovernance itu sendiri.


Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (internal control) maupun pengawasan ekstern (external control). Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (social control).
Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah:
a. Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;

b. Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;

c. Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana Langkah-langkah pengawasan Menurut Kartini Kartono (2002):
a. Menentukan standar pelaksanaan.

b. Menentukan pengukuran pelaksanaan.

c. Perbandingan	pelaksanaan	kegiatan	dengan	standar-standar dan mengawasi penyimpangan.
d. Pengambilan korektif.

Berdasarkan hasil wawancara singkat peneliti dengan kepala bidang tibumtranmas satuan polisi pamong praja kabupaten cirebon mengenai bentuk,



metode, teknik, dan jenis pengawasan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja pada Pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di kecamatan Beber khususnya desa Gronggong kabupaten cirebon, secara umum dapat dikatakan pengawasan pada berbagai aspek sudah dilakukan, bahkan dibuatkan jadwal khusus dalam melakukan penertiban pada tempat-tempat hiburan yang berpotensi sebagai sarana perbuatan penyakit masyarakat di kabupaten cirebon. Selain itu, juga terdapat fasilitas pembinaan bagi masyarakat yang kedapatan melakukan pelanggaran penyakit masyarakat. Namun meski pada prakteknya pengawasan dilakukan secara intensif, masih ada beberapa indikator yang belum tercapai jika diukur menggunakan teori yang menjadi acuan peneliti dalam kajian yang saat ini dilakukan. Perlu adanya tindakan yang lebih represif lagi terhadap pelaku perbuatan penyakit masyarakat, dengan cara melibatkan berbagai pihak lain yang dapat menjadi penguat pelaksanaan kebijakan pengawasan oleh satuan polisi pamong praja kabupaten cirebon. Diantaranya adalah personil tentara, dinas perindustrian dan perdagangan, serta perangkat penunjang lainnya yang dibutuhkan.
Berdasarkan uraian diatas, dapat dibuat hipotesis sementara bahwa kerangka pemikiran yang dibentuk demi mengkaji pengawasan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja pada Pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di kecamatan Beber khususnya desa Gronggong kabupaten cirebon adalah sebagai berikut:
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